
BUPATI TANAH DATAR 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 26 TAHUN 2015 

TENTANGPENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2014 

BUPATI TANAH DATAR, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan 
Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2015 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2014; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang 



7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tental 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat da -
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ-
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaru-
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Des>, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Norn(d 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom,
5495); 

10, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentaii ,,.. 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu hi 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimail.-, 
telah diubah beberapa kali, terak.hir dengan Undan„. 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomc, i 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesii 
Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentai): 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembarai
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn, 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakIi . 
dengan Peraturan Pemerintah Nornor 21 Tahun 20( ; 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerinu• 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakk-
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonest,;:, 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negar 
Republik Indonesia Nomor 4712); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentail , 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembarax; 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peratunr 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubaha 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentar 
Pengelolaan Keuangan Bacla.n Layanan_ Umum (Lemban., 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor l -fl
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom{1 
5340); 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentanl 
Dana Peri.mbangan (Lembaran Nega.ra Republik Indonesi 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negar. 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentaiij. 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Nega-
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahar 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457b 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintai-
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturar 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sisteit 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republh,
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembarm 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenta.a 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repuhiii-
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembarar. 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentaa4 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraap 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembarar 
Negara Republik Indonesia Nomor 4592); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tenta:IL 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerint 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nom1 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi,,
Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenta]a 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerinta 
Pemerintahan Daerah Propinsi, clan Pemerintahan Daen 
Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesl< 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentam 
Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lemban-
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Ta 
Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungut-
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Nega:-
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambah. . 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2()10 tentati . 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara RepubLk 
Indonesia Tahun 2010 Nornor 123, Tambahan lembari rr 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jena 
Pajak 1.) rab Yang Dipungut 13erdasarkan Penetapa! 
Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib 
(Lembaran Negara Republik 1ndonesia Tahun 2010 Norm 
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indont;s1: 
Nomor 5179); 

23. Peraturan  



Peraturan Pemerintah Nornor 30 Tahun 201.1 tentaw: 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negar 
iRepublik Indonesia Nomor 5219); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hiba 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20:1 2 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentaill 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Taht 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesh ,
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negar,-, 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telan 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Taht,r 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerint. 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaa !-
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornot 
157, Tambahan Len-ibaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentan • 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presider: 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat .A.tus 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentaru:. 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

27. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentar 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20t,n 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daera h 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denga n 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1 
tentang Perubahan Keclua Atas Peraturan Menteri Dalan: 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomair
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20(. 
tentang Pengelompokan Kernampuan Keuangan Daeraln 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaa r 
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewa 
Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian 
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 61 Tahun 200 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

31. Peraturan Menteri Dalam Nc_geri Nomor 20 Tahun 200( + 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Aloka 
Khusus di Daerah sebagairnana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 201() 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Neger i 
Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah; 

32. Peraturan  



32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 'Fahun. 201 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosla 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belan; 
Daerah sebagaiman.a telah diubah dengan Peratun 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentai4 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggan 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 27 Tahun 20 -
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Taht..Ln 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daen:11-. 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 
Nomor 2 Seri E); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nornor 4 Taht 
2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tam 
Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nornor 5 Taht 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menja: 
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembani 
Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 S( r 
D); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten •Tanah Datar Nomor 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Ta 
Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tam.r, 
Datar Tahun 2008 Nomor 7 Seri D); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Taht 
2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupate:-
Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Dat 
Tahun 2009 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diuh r 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nom-i 
3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daen 
Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2009 tentanL 
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Dat,n 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 20 
Nomor 3 Seri E) 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nornor 5 Tahiir
2010 tentang Perencanaan Pembangunan Partisipaii
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 'Fahun 20: 
Nomor 3 Seri E); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Taht 
2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerl_ 
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rak3, 
Daerah, dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Tan, 
Datar Tahun 2010 Nomor 1 Seri D); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tain 
2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kei ;
Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Dat, 
Tahun 2010 Nomor 2 Seri D); 

42 Peraturan  



• 

42. Peraturan Daerah Kabupaten 'Tanah Datar Nomor 
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Taa 

Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunal 
Daerah dan Penanaman Modal, dan Lembaga Tekni 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 

Tahun 2010 Nomor 3 Seri D); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor I 
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Ta 
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daen 
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri D); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Ta 
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupate 
Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Dat 
Tahun 2010 Nomor 5 Seri D); 

‘:. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tain 
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupatt-: 
Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimam: 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanal-
Datar Nomor 3 Tahun 2013 tentang perubahan ata. 
Peraturan Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 20 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanar 
Datar Tahun 2013 Nomor 3 Seri B); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembana 
Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 
Seri C ); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa. Usaha (Lembara 
Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011. Nomor 
Seri C ); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahut 
2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintal 
Kabupaten Tanah Datar kepada PT. Bank Pembangurair 
Daerah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kabupater 
Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 6 Seri E); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor . -
Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertent 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 20 - 
Nomor 3 Seri C ); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahla 
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer.1 
Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupatta 
Tanah Datar Tahun 2013 Nornor 3 Seri A); 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tata r 
2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dar 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daer.11 
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 Nomor 2 Seri A); 

52, Peraturan . 



52. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahuil 

2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARA.N 
2014 

Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014 terdiri atas : 

1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah 

b. Dana Perimbangan 

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah 

Jumlah Pendapatan 

a 7idak Langsung 

' Pegaw-,

Hibai

Belanja Bantuan Sosial 

4).Belanja Bagi Hasil 

5) Belanja Bantuan Keuangan 

6) Belanja Tidak Terduga 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai 

2) Belanja Barang dan Jasa 

3) Belanja Modal 

Jumlah Belanja 

Surplus / (Defisit) 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 

Jumlatl Pernbiayaan Neto 

Rp 

Rp 

99.694 236 762,69 

728.271 773.419,00 

Rp 176.754.129 984,00 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp

Rp 

Rp 

Rp

611.719 886.606,00 

12.067.884 397,00 

21.204 348.140,00 

58 271.500,00 

39.425.228.981,00 

93.500.000,00 

34.957 476.143,00 

128.434.437.611,00 

123.046.706.609,00 

Rp 101.643 461 408,27 

Rp 16.000.000.000,00 

Rp 1,004.720 Vi) 69 

Rp 684.569.119 00 

Rp

Rp 

Rp 

286.438.620. 6:3.00 

971.007.739 987,00 

33.712.400 78 69 

Rp 85.643.46 ; 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 

Korekst SILPA (BLUD) Rp 

SILPA setelah koreksi Rp 

119.355.86 l E 96 

6.645.818 4' 4 96 

:..22 96 

Pasal 2  



411

Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar. 

Ditetapkan di Batusangkar 
Pada tanggal 5 Agustus 2015 

BUPATI TANAH DATAR 

ttd 

M. SHADIQ PASADIGOE 
Diundangkan di Batusangkar 
Padatanggal 5 Agustus 2015 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TANAH DATAR 

ttd 

HARDIMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 NOMOR 26 

• suai dengan aslinya 
Hukum dan HAM 
anah Datar 

DI,SH,SSos 
mbina / IV.a 

Nip.19671130 199202 1 002 


